KEPPRES 117/2000, SEKRETARI AT NEGARA

KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A ( KEPPRES)
NOVOR 117 TAHUN 2000 (117/2000)
TENTANG
SEKRETARI AT NEGARA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

bahwa dal am rangka nmenberi kan dukungan staf dan pel ayanan
adm ni strasi secara |l ebih efisien dan efektif kepada Presiden

sel aku Kepal a Negara dal am nenyel enggar akan kekuasaan
peneri nt ahan negara sehi ngga dal am pel aksanaan tugasnya dapat
berjal an | ancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu
menyenpur nakan organi sasi Sekretariat Negara dengan nenet apkannya
dal am Keput usan Presi den;

Mengi ngat :
Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945;

MVEMUTUSKAN

Menet apkan:
KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG SEKRETARI AT NEGARA

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Sekretariat Negara adal ah | enbaga penerintah yang
ber kedudukan di bawah dan bertanggung jawab | angsung kepada
Pr esi den.
(2) Sekretariat Negara di pinpin oleh Sekretaris Negara.
Pasal 2
Sekretariat Negara nenpunyai tugas nenberi dukungan staf dan
pel ayanan adm ni s kepada Presiden sel aku Kepal a Negara dal am
nmenyel enggar akan kekuasaan penerintahan negara, di bidang
penber dayaan sunber daya, dukungan kebijakan, hubungan | enbaga
negara dan adm nistrasi di |ingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 3

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dal am Pasal 2,
Sekretariat Negara nenyel enggarakan fungs



——= o)

per encanaan, pengaturan, dan pengendal i an pemanfaatan aset
negara yang berada di bawah penguasaan dan atau pengawasan
Sekretariat Negara;

penyel enggar aan urusan organi sasi dan kepegawai an di

I i ngkungan Sekretariat Negar a;

penyel enggar aan urusan perencanaan, penganbangan dan

peni ngkat an kemanpuan akadem k pegawai di |ingkungan
Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretari at

Presi den, Sekretariat Mliter Presiden;

penyel enggar aan koordi nasi perencanaan program kerja di

I i ngkungan Sekretariat Negar a;

pener bi tan peraturan perundang-undangan dan penanganan
adm ni strasi hukum dal am ker angka penl ayanan adm ni strasi
kepada Presi den sel aku Kepal a Negar a;

penyi apan bahan-bahan yang di perl ukan bagi penyusunan naskah
kepresi denan serta penyel enggaraan dukungan informatika;
penyel enggar aan urusan penerjemahan naskah bagi Presi den dan
penerj emahan dokumen Sekretariat Negara;

penyel enggaraan kaji an masal ah dal am negeri ;

penyel enggaraan kajian masal ah internasional;

penyel enggar aan hubungan dengan | enbaga tertinggi/tingg
negara dan organi sasi kemasyar akat an, serta pengkajian
organi sasi politik;

penyel enggar aan koordi nasi urusan adm ni strasi keuangan di

I i ngkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet,
Sekretariat Presiden dan Sekretariat MIliter Presiden serta
| enbaga- | enbaga non struktural pemerintah yang ditetapkan
Presi den, yang anggar annya di koor di nasi kan ol eh Sekret ari at
Negar a;

penyel enggaraan adm ni strasi unmum di | ingkungan Sekretari at
Negar a;

penyel enggaraan admi ni strasi bangunan dan kendar aan di

I i ngkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan
Sekretariat MIliter Presiden;

penyel enggar aan pel ayanan kesehat an bagi pegawai Sekretari at
Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden,
Sekretariat Mliter Presiden serta Sekretariat WKi

Pr esi den;

penyel enggar aan urusan keamanan dal am di |ingkungan
Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretari at
MIliter Presiden;

penyel enggaraan urusan kerjasama tekni k |uar negeri;
pengenbangan akuntabilitas kenerja di |ingkungan Sekretari at
Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden dan
Sekretariat MIliter Presiden.

BAB ||
ORGANI SASI

Pasal 4



(1) Sekretariat Negara terdiri dari :
a. Deputi Bi dang Penber dayaan Sunber Daya;
b. Deputi Bi dang Dukungan Kebi j akan;
C. Deputi Bi dang Hubungan Lenbaga Negara dan Lenbaga

Masyar akat ;
d. Deputi Bi dang Adm ni str asi
e. Staf Ahli.

(2) Dal am nel aksanakan tugas tertentu yang bel umtertanpung
dal am uni t sebagai mana tersebut dal am ayat 1 Pasal ini,
Sekretariat Negara dapat nenbentuk Pusat.

Pasal 5

Deputi Bi dang Penber dayaan Sunber Daya nenpunyai tugas nenbantu
Sekretaris Negara dal am perencanaan program penberdayaan aset
negara yang berada dal am penguasaan dan at au pengawasan
Sekretariat Negara, dan penyel enggaraan urusan organi sasi, dan
kepegawai an serta urusan perencanaan dan pengenbangan sumnber
daya.

Pasal 6

Deputi Bi dang Dukunga Kebijakan nmenpunyai tugas nenbantu
Sekretaris Negara dal am nel aksanakan penyi apan bahan dal am r angka
penyusunan naskah kepresi denan, adm nistrasi hukum dukungan

i nformati kan, serta kajian masal ah- masal ah dal am negeri dan

i nt er nasi onal

Pasal 7

Deputi Bi dang Hubungan Lenbaga Negara dan Lenbaga Masyar kat
menpunyai tugas nenbantu Sekretariat Negara dal am

menyel enggar akan hubungan dengan | enbaga tertinggi/tinggi negara,
dan oragani sasi kemasyar akatan, serta kajian organi sasi politik.

Pasal 8

Deputi Bi dang adm ni strasi nenpunyai tugas nenbantu Sekretaris
Negar a dal am nel aksanakan kegi atan dan pengendal i an di bi dang
adm ni strasi keuangan, adm ni strasi unum dan urusan kerjasama
tekni k luar negeri, serta ketatausahaan.

Pasal 9

Staf Ahli nenpunyai tugas nenbantu Sekretaris Negara dal am

nmel aksanakan pengkaji an, dan penyanpai an hasil pem kiran, serta
saran dal am bi dang tertentu berdasarkan keahl i annya, baik atas
perm ntaan Sekretaris Negara maupun atas prakarsa sendiri.



Pasal 10

(1) Deputi terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lim) Biro.

(2) Staf Ahli sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(3) Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang.

(4) Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagi an.

(5) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (enpat) Subbagi an.

(6) D Ilingkungan Sekretariat Negara dapat di angkat pejabat
fungsi onal sesuai peraturan perundang-undangan yang berl aku.

Pasal 11
Ji ka di pandang perlu untuk kel ancaran pel aksanaan tugas dan

fungsi nya, Sekretaris Negara dapat nenbentuk Kel onpok- kel onpok
Kerj a.

BAB 111
TATA KERJA
Pasal 12

Deputi, Staf Ahli, dan Kepala Pusat di |ingkungan Sekratari at
Negar a, ber kedudukan di bawah dan bertanggung jawab | angsung
kepada Sekretaris Negara.

Pasal 13
Dal am nel aksanakan tugas, Deputi, Staf Ahli, Kepala Pusat dan
Kepal a Biro serta pejabat |ainnya, saling nenerapkan prinsip
koordi nasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di Iingkungan

Sekretariat Negara maupun instansi |ain sesuai dengan tugas
masi ng- masi ng.

Pasal 14

Setiap pinpi nan satuan organi sasi dal am | i ngkungan Sekretari at
Negar a bertanggung jawab nmem npi n dan nengkoor di nasi kan
bawahannya masi ng- masi ng dan nenberi kan bi nbi ngan serta arahan
bagi pel aksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pinpi nan satuan organi sasi nmengawasi bawahannya
masi ng- masi ng dan apabila terjadi penyi npangan agar nenganbi

| angkah- | angkah yang di perl ukan sesuai dengan ket entuan peraturan
per undang- undangan yang ber| aku.

Pasal 16



Dal am rangka nel aksanakan tugas, Staf Sekretariat Negara
nmengadakan hubungan dengan | enbaga atau i nstansi kenegaraan,
kemasyar akat an, dan perorangan, sesuai dengan prosedur yang
ber | aku.

BAB |V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTI AN

Pasal 17

(1) Deputi adal ah jabatan eselon Ia.

(2) Staf Ahli adal ah jabatan eselon | b.

(3) Kepala Pusat dan Kepala Biro adal ah jabatan eselon Il a.
(4) Kepal a Bidang dan Kepal a Bagi an adal ah jabatan eselon |1
(5) Kepal a Subbagi an adal ah jabatan eselon IV a.

Pasal 18

(1) Sekretaris Negara di angkat dan di berhenti kan ol eh Preside

(2) Deputi dan Staf Ahli diangkat dan di berhenti kan ol eh
Presi den atas usul Sekretaris Negara.

(3) Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Bidang, Kepal a Bagi an,
Kepal a Subbagi an di angkat dan di ber henti kan ol eh Sekr et ar
Negar a.

(4) Pejabat Fungsional diangkat dan di berhentikan ol eh
Sekretaris Negara sesuai dengan peraturan perundnag-undan
yang ber| aku.

BAB V
ADM NI STRASI DAN PEMBI AYAAN

Pasal 19

Hak keuangan, adm nistrasi, dan fasilitas-fasilitas |ain bagi
Sekretaris Negara diberi kan setingkat dengan jabatan Menteri
Negar a.

Pasal 20

Segal a penbi ayaan yang di perl ukan bagi pel aksanaan tugas
Sekretariat Negara di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan
Bel anj a Negar a.

BAB VI
KETENTUAN PERALI HATAN

Pasal 21

Pada saat nul ai di berl akukannya Keputusan Presiden ini sel uruh
ket entuan yang tel ah di kel uarkan dan jabatan yang tel ah ada

a.

n.

dan
is

gan



beserta pejabat yang nemangku jabatan tersebut, tetap berlaku dan
nmel aksanakan tugasnya masi ng- masi ng sanpai dengan di kel uar kannya
ket et apan yang baru berdasar kan Keputusan Presiden ini.

Pasal 22

Ri nci an tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan
organi sasi di |ingkungan Sekretariat Negara ditetapkan ol eh
Sekretaris Negara setel ah terlebi h dahubl u nmendapat persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparattur negar a.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan di ber| akukannya Keputusan Presi den ini maka ketentuan
mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organi sasi, dan tataa
kerja Sekretariat Negara yang tel ah di atur dal am Keput usan

Presi den Nonor 58 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara,

di nyat akan tidak berl aku.

Pasal 24
Keptusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D sahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2000
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.
ABDURRAHVAN WAHI D



